POTRET OMBUDSMAN BANGKA BELITUNG HADAPI PERSOALAN PELAYANAN PUBLIK, DARI
TAMBANG HINGGA BBM
Rabu, 22 Februari 2023 - Agung Nugraha

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kantor Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung berperan dalam
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam program Ngopi Sob atau Ngopi Santai Bareng Ombudsman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI

Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy dan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro di Fairfield
by Marriott Belitung, yang disiarkan langsung melalui media sosial Bangka Pos dan Pos Belitung, menyoroti beberapa

permasalahan pelayanan publik.

Di antaranya berkaitan dengan pertambangan yang kemudian berpengaruh pada persoalan distribusi BBM.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy mengatakan isu pertambangan
memang menjadi isu besar. Namun dari jumlah laporan yang masuk belum mencerminkan permasalahan.

"Mungkin bisa jadi belum menemukan irisan Ombudsman bisa berperan secara konkret. Kedua, bahwa memang proses
advokasi dengan masyarakat tidak bisa sendiri. Untuk menemukan ritme dan visi yang sama tidak mudah," katanya.

"Kami yakin meski berjalan sendiri-sendiri tujuannya sama dengan kekuatan strategis non pemerintah, seperti
mahasiswa, tokoh politik, agama dan lainnya. Soal kerja seperti ini butuh kesabaran bahwa dengan keterbatasan dari
aspek yuridis dan kewenangan, kami harus bisa menemukan pola kontribusi Ombudsman," imbuhnya.

Aduan berkaitan persoalan tambang misalnya siap perizinan yang merupakan kewenangan pusat sehingga sekarang
sudah ditangani Ombudsman pusat. Jika dilihat secara langsung, persoalan tambang juga berhubungan dengan BBM,
dari soal antrean dan ketersediaan sempat mengemuka di masyarakat.

Dalam kasus yang masuk terkait BBM, lanjutnya memang karena ada keterbatasan wewenang, karena Ombudsman
tidak bisa memberikan sanksi. Sehingga pihaknya hanya bisa memberikan solusi penyelesaian yang bersifat
administratif, misalnya membuat pakta integritas dan komitmen, yang dianggap klise dan faktanya tidak bisa
menyelesaikan.

"Kalau turun ke lapangan bertemu masyarakat, sebenarnya keresahan sudah sangat banyak, tentang banyak hal di
pelayanan publik. Tapi ketika diminta dorong untuk melangkah lebih jauh untuk menggunakan haknya melapor juga tidak
mudah," katanya.

Dari persoalan BBM yang terjadi, Kantor Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung juga tengah
menginvestigasi persoalan penerapan fuel card yang dianggap belum efektif.

Yozar menjelaskan, awalnya ini kebijakan yang baik untuk mengatur distribusi dan memastikan bahwa sampai kepada
yang berhak dengan menggunakan mekanisme kartu.

Tapi setelah ditelaah lebih lanjut, kebijakan yang baik ini tidak diikuti dari desain kelembagaan yang sepadan. Untuk
kebijakan sepenting ini hanya didasari surat edaran bukan peraturan gubernur sehingga tidak tahu siapa melakukan apa.
Sementara isu BBM ini juga berkaitan dengan kepolisian, pertamina, BPH migas, dan sebagainya.

"Sehingga kami sampai kepada kesimpulan kenapa tidak dilakukan pengawasan, ini dianggap bukan kewenangan
pemerintah daerah. Lantas kenapa kebijakan dibuat kalau dianggap bukan kewenangan. Kami coba menelusuri terus
agar bisa berkontribusi agar bisa diperbaiki," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Rl Johanes Widijantoro juga menyampaikan mengenai kesadaran masyarakat
untuk mengadukan persoalan pelayanan publik yang menurutnya belum optimal.
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Menurutnya, hak tersebut berhubungan dengan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat harus dilihat dalam perjalanan
demokratisasi yang belum selesai.

"Masih banyak pekerjaan untuk menjadikan rasa memiliki bangsa, termasuk dalam kritis dan kepedulian. Keluhan yang
masuk ke Ombudsman menjadi potret tingkat kritis masyarakat. Apa yang dihadapi dan didengar Ombudsman dari
keluhan belum menunjukkan kondisi sesungguhnya di masyarakat," sebutnya.

Johanes menambahkan, salah satu aspek penting dalam konteks tata kelola, dari aspek penegakan hukum ikut andil.
Kalau penegak hukum terkesan tidak serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, itu menjadi urusan
Ombudsman.

Karena Ombudsman bertugas sebagai pengawas eksternal yang diminta memastikan bahwa mereka bekerja sesuai
aturan yang ada.

"Permasalahan tergantung masyarakat peduli atau tidak dengan kinerja penegak hukum. Kalau itu dianggap ada yang
tidak beres kenapa tidak dilaporkan kepada Ombudsman sebagai sebuah kasus untuk men-trigger kami melihat lebih
jauh," kata dia.

Disinggung mengenai masih terjadinya isu soal BBM bersubsidi, dia mengatakan, ketika kasus seperti itu terjadi di
lapangan dan terkesan dibiarkan, itu merupakan pembiaran.

Ketika suatu penyimpangan yang diabaikan oleh pihak yang seharusnya memastikan itu tidak terjadi, tentu ada
maladministrasi di situ.

Tinggal siapa yang mau mengangkat, lalu membiarkan Ombudsman dengan inisiatifnya berperan dalam menjawab
persoalan tersebut.

"Saya lebih pada aspek membangun kepedulian. Ada yang belum selesai dalam proses bernegara ketika masyarakat
masih belum memiliki tingkat kepedulian yang ideal. Ombudsman sebenarnya akan menjadi punya arti ketika masyarakat
menyadari dan peduli dengan mau, berani, dan percaya," ujarnya.

Selengkapnya mengenai perbincangan bersama Host Ngopi Sob Taufik Juwariyanto ini dapat disaksikan melalui
Facebook atau YouTube Pos Belitung dan Bangka Pos bertajuk Pelayanan Publik dan Penegakkan Hukum di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
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